Sistem Peradilan di Indonesia
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Ketertiban bukum dapat diraib dengan mandirinya kekuasaan Peradilan.
Dan kemandirian bisa berjalan asalkan posisi bakim bebas. Tulisan ini ingin
katakan babrwa peradilan dapar berjalan baik asalkan dapat mengatasi

beberapa faktor penghambat yang nyatanya cukup

Tidak ada negara yang tidak mengingin-
kan adanya ketertiban tatanan di dalam
masyarakat. Setiap negara mendambakan
adanya kelenteraman adanya ketenteraman
dan keseimbhangan tatanan di dalam ma-
syarakat, yang sekarang lebih populer di-
sebut “stabilitas nasionaf. Kepertingan ma-
nusia, balk sebagai individu maupun ke-
lompok, karena selalu terancam oleh bha-
haya-bahaya di sekelilingnya, memerlukan
perfindungan dan harus dilindungi. Kepen-
tingan manusia akan terlindungi apabila
masyarakatnya tertib dan masyarakatnya
akan tertib apabila terdapat kesimbangan
tatanan di dalam masyarakat. Sefiap saat
keseimbangan tatanan dalam masyarakat
dapat terganggu oleh bahaya-bahaya di
sekelilingnya. Masyarakat berkepentingan
bahwa keseimbangan yang terganggu itu
dipulinkan kembali. Salah satu unsur untuk
menciptakan atau mamulihkan keseim-
bangan tatanan di dalam masyarakat adalah
penegakan hukum atau peradilan yang
behas /mandir, adil dan konsistan dalam
melaksanakan atau menserapkan peraturan
hukum yang ada dan dalam menghadapi pe-

langgaran hukum, oleh suatu badan yang
mardlri, yaitu pengadilan. Bebasinandiri da-
{am menggdili dan bebas mandiridari campur
tangan pihak ekstra yudisiil. Kebebasan
pengadilan, hakim atau peradilan merupa-
kan asas universal yang terdapat di mana-
mana. Kebebasan peradilan merupakan
dambaan setiap bangsa atay negara. Di
mana-mana pada dasarnya dikenal asas ke-
bebasan peradilan, hanya isi atau nilal
kebebasannya yang berbeda. [si atau nillai
kebebasan peradilan di negara-negara Eropa
Timur dengan Amerika berbeda, isl dan nilai
kebabasan peradilan di Belanda dengan di
Indonesia tidak sama, walaupun, semuanya
mengenal asas kebebasan peradilan; tidak
ada negara yang rela dikatakan bahwa ne-
garanya tidak mengenal kebebasan per-
adilan atau tidak ada kebebasan peradilan
di negaranya. Tidak ada bedanya dengan
pengertian hak asasi manusla, yang seka-
rang sedang banyak disoroti; hak asasi ber-
sifat universal, semua negara “mengiiaint
menghormati hak-hak asasi manusia, tetapi
nilai dan pelaksanaannya berbeda satu
sama lain.V Adil tidak hanya bagi ma-

Baca a.l. Masyhur Effend], Hak asasi manusi dalam naslonal dan internasional dan Gunawan
Setiardja, Hak-Hak asasl manusia berdasarkan ideclogi Pancasia.
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syaraekat, tidak memihak, obyektif, tidak a
prioti serta konsisten, ajeg dalam memu-
tuskan, dalam arti perkara yang sama (se-
rupa, sejenis) harus diputus sama (serupa,
sejonis) pula. Tidak ada dua perkara yang
sama. Setiap perkera harus ditangani se-
cara individual (*to each his ownr), secara
kasuistis dengan mengingatkan bahwa
motivasl, situasi, kondisi dan waktu terjadi-
nya tidak sama. Akan tetapi kalau ada dua
perkara yang sejenls atau serupa meka
harus diputus sejenis atau serupa pula. Ini
merupakan “postulaat keadilar”: perkara

yang sama diputus sama® Kalau perkara

yang sama diputus berbeda maka akan
dipertanyakan: dimanakah kepastian hu-
kumnya, apa yang lalu dapat dijadikan pe-
gangan bagi para pencari keadilan, di mana
keadiannya?

Negara dan bangsa Indonesia pun
menghendaki adanya tatanan masyarakat
yang tertib, tentram, damal dan seimbang,
sehingga setiap konflik, sengketa tau peng-
garan untuk dipecahkan atau diselesalkan:
hukum harus ditegakkan, setiap palang-
garan hukum harus secara konsisten di-
tindak, dikenai sanksl: Kalau setiap pslang-
garan hukum ditindak secara konsisten
maka akan timbul rasa aman dan damai,
karena ada jarninan kepastian hukum, Untuk
itu diperiukan peradilan, yaitu pelaksanaan
hulum dalam hal konkrit adanya tuntutan
hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu
badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh
nagara serta bebas dar pengaruh apa atau
siapapun dengan cara memberikan putusan
yang bersifat mengikat dan bertujuan
mencegalh “eigantichling’

Sekalipun peradilan Indonesia dewasa
Inl dasar hukumnya terdapat dalam UU no.
14 tahun 1970 jo. padal 24 dan 25 UUD
namun pada hakekatnya merupakan wa-
risan dari zaman Hindia Belanda. Bagai-
manakah sistem peradilan di Indonesia?

Pasal 24 ayat 1 UUD berbunyi: “Ke-
kuasaan Kehakiman dilaiauian olef sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain badan
kehakiman menurut undang-undang’,
sedangkan ayat 2 berbunyi: “susunan dan
kekuasaan badan-badan kehakiman itu
diatur dengan undang-undang’. Pasal 25
UUD berbunyi: “Syarat untuk menjad/ dan
untuk diperhentikan sebagai hakim
ditetapkan dengan undang-undang’. Dua
pasal UUD itu masih memariukan peraturan
organik untuk melaksanakannya. Peraturan
organik itu tertuang dalam Undang-Undang
no. 14 tahun 1970. Mahkamah Agung
merupakan pengadilan negara tertinggi,
demikian bunyi pasal 10 ayat 2. Kemudian
di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang
No. 14 tahun 1970 ditentukan bahwa orga-
nisatoris, administrasi dan finansii! ada di
bawah kekuasaan masing-masing Depar-
temen yang bersangkutan, sedangkan ayat
duanya berbunyi bahwa Mahkamah Agung
mempunyal organisasi, administrasi dan
keuangan sendiri. Kalau disimak maka UU
No. 14 tahun 1970 itu, kalau tidak boleh
dikatakan bertentangan, tidak sinkron
dengan pasal 24 UUD. pasal 24 UUD meng-
hendaki bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan lain-lain badan kehakiman menurut un-
dang-undang. Undang-undang ne. 14 tahun
1997 pasal 11 ayat 1 menentukan bahwa
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badan-padan yang melakukan peradilan
tersabut pasal 10 ayat 1 organisatoris, ad-
ministrasi dan finansiil ada di bawah ke-
kuasaan masing-masing Departemen yang
bersangkutan, sedangkan ayat 2 menen-
tukan baiwa Mahkarnah Agung mempunyai
organisasi, administrasi dan keyangan sen-
diri. Terasa adanya dualisme: disatu pthak
UUD menghendaki kekuasaan kehakiman
ditakukan oleh Mahkamah Agung dengan
basan-badan pengadilan lain, di pihak lain
Undang-Undang no. 14 tahun 1870 menen-
tukan bahwa pihak eksekutit diberi wews-
nang juga untuk mengurusi kekuasaan ka-
hakiman. Bukankah inl menpakan dualisme
dalam peradilan. Dualisme ini sudah se-
ringkali dingkap dalam seminar-seminar de-
ngan mengetahkan bahwa tidak selayak-
nyalah bafwa hakim itu “bemaung di bawah
dua atap” atau “mempunyai dua kepala atau
dua atasan”, yaitu Mahkamah Agung dan
Departemen Kehakiman. Pandangan ini
ditegaskan lagi belum lama ini di dalam
Memorandum lkatan Hakim Indonesia
{IKAHI} dalam Mukemasnya pada tanggal
23 Oktober 1996 di Ujung Pandang yang
menyatakan agar Undang-Undang no. 14
tahun 1870 dicabut® Adanya dualisme
peradilan itu seringkali difadikan alasan me-
ngapa hakim atau peradilan ifu sekarang
tidak bebas, yaitu karena hakim mempunyai
dua atasan. Dualisme itu pula yang dijadikan
alasan mengapa peradilan kita sekarang ini
tidak lagi memenuhi harapan, tidak lagi
berfungsi sebagai tempat pelarian terakhir
atau benteng terakhir bagi pencari keadilan.
Tidak mengherankan kalau timbul “peradilan
kelabu®, “mafia peradilan® dan sebagalnya.
Apakah benar bahwa menurunnya citra
peradilan atau parahnya keadaan peradilan

kita dewasa ini disebbakan oleh dualisme
sistem peradilan kita yang sudah berumur
sotengah abat lebih (pada hakekatnya
sistem peradian kita dewasa ini merupakan
warisan darl zaman Hindia Belanda)?
Apakah benar bahwa sistem peradilan kita
salama inflah (adanya “hakim di bawah dua
atap”) yang menyebabkan keadaan per-
adilan kita menjadi parah: berland-larutnya

hukum acara dengan dalih “penyimpangan
prosedur”, adanya surat sakti belum lagi
adanya kolust suap dan sebagainya? Harus
diakui bahwa keadaan peradfian kita dewasa
pakan benteng terakhir bagi para pencuri
keadilan, banyak pencari keadilan dike-
cowakan oleh perlakuan maupun putusan
pengadilan. Pertanyaan yang timbul ialah
apakah selamas inf (setengah abad lebihl)
keadaan peradilan kita itu seperti sekarang?
Sebelumn kurang lebih tahun 70-an keadaan
peradilan kita masth baik, tidak banyak
terdengar berita-berita tentang peradilan
yang negatif, putusan-putusan tidak sedikit
yang profesional dan bermutu, kalaupun ada
suap atau kolusl tidaklah sebanyak se-
karang ini, padahal sistem peradilannya
sama dengan sekarang (bandingkan pasa!
7 ayat 3 UU No. 19 th 1864 dengan pasal
11 UU No. 14 th 1970) dalam arti dualistis.
Sepanjang pengetahuan saya salama ini
belum pernah diadakan studi evaluasi yang
intensif dan serius tentang sistern peradilan
kita dewasa ni. Kembali kepata pertanyaan
tersebut di atas; apakah benar sistem per-
adilan kita dewasa ini menyebabkan tidak
adanya kebebasan peradilan (hakim) dan

YVaria Peradilan tahun XiI No. 138 Januari 1888
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menjadi parehnya peradilan kita dewasa Ini?
Apakah betul bahwa sebabnya adalah sis-
termnya, apakah bukan sumber daya manu-
sianya? Kiranya kita semuanya sspendapat
bahwa keadaan sumber daya manusia mem-
beri kontribusi juga pada menurunnya citra
peradilan. Sebelum kita hendak mengubah
sistem peradilan kita dewasa ini sebafknya
ditingkatkan lebih dulu integritas sumber
daya manusianya, karena dari sejarah ter-
nyata belum dari dulu sampat sekarang sis-
tem peradilannya sama, dan baru pada ku-
ranyg lebih tahun 1970-an wajah peradilan kita
mulai pudar: inflah yang harus diprioritaskan
sebelum kita hendak mengubah sistem per-
adilan kita dewasa ini. Integritas sumber da-
ya manusia terutama di bidang peradilan
harus dapat dihandalkan. Peradilan kita
harus bebas, bersih dan profesional, Berikut
ini saya kutipkan beberapa pendapat ten-
tang betapa pentingnya integritas umber
daya manusia di bidang peradilan. ‘In the

long run there Is no guarantes of justice ex-

copt the personality of the judge. i has been

sald that the trial judge is the key man in

our system of adjudlication: the law can be

no better than the fudge who administers

It™, “Nations fall when judges are Injust,

because there is nothing which the mult-

tude think worth defending’.® Walaupun

unghkepan-ungkapan itu berasa! dari penulis
asing, namun tidak ada salahnya diterapkan
pula di negeri kita untuk menciptakan per-
adilan yang bersih. Kalay kita hendak meng-
ubah sistem peradilan kita harus terlebih
dahulu mengevaluasi sistem peradilan kita
dewasa ini: untung-ruginya, teriindungi ti-
daknya terutama kepentingan para pencari
keadilan, ada tidaknya kepastian hukum,

ada tidaknya kebebasan hakim dan seba-
gainya. Jangan hendaknya kita mengubah
sistem larena hanya ingin sesuatu yang baru
tanpa mempertimbangkan manfaat serta
resikonya. Apa yang akan diubah itu seluruh
sistern peradilan ataukah hanya beberapa
undang-undang atau bagian dari undang-
undang saja? Mengubah undang-undang,

dalam hal Ini sistem peradilan, banyak kon-
sekuansinya. Mengubah sistem peradilan
memsriukan pensfitian, studi banding, perte-
muan-pertemuan iimiah yang tidak boleh di-
batasi waldunya dengan menentukan tar-
get, seperti yang sekarang lazim dilakukan
dalam membuat undang-undang. Belum
nanti dalam pembuatan rancangan undang-
undangnya. Andaikata kita berhasil meng-
ubah sistem peradilan kita, kalau kebijak-
sanaan politik masih seperti sekarang apa-
kah peragdilan kita akan lebih baik dan se-
karang? Kita harus segera mengambil si-
kap: memulihkan segera citra peradilan
dengan meningkatkan integritas sumber
daya manusianya walaupun kita mungkin
masih harus menunggu lama kalau ingin
memperoleh hasil yang memuaskan, atau
mengubah sistem peradilan yang akan
makan waktu lebik lama lagi karena harus
mengadakan penefiian, studi banding, pem-
bentukan undang-undang dan sosiologinya,

yang hasilnya masih merupakan tanda ta-
nya. Telah dapat dipastikan bahwa “untuk
sementara® Pemerintah tidak akan men-

cabut Undang-Undang No. 14 tahun 1970,
dengan perkataan iain akan mempertahan-
kan sistem peradilan yang selarany beriaku,
Maka cleh karena itu mengingat bahwa per-
adilan kita dowasa ini sudah cukup parah,
yang periu segera dibenahi dan dikembali-

“'Cardozo dalam Wandell C. Tambaugh, My kind of judge
“Sidney Smith dalam Sir Atfred Denning, The road to justice, hal, 32.
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kan citra baiknya, urtuk mengembalikan
citra peradilan kita periu terlebih dulu di-
tingkatkan integritas sumber daya manu-
slanya baru kemudian dipikirkan untuk
mengubah sistemnya kalau memang periu,
atau barsama-sama dengan peningkatan in-
tegritas sumber daya manusianya sekafigus
dapat dimulat dengan studi peradilan kita
dewasa ini.

Jadi sacara yuridis formal Undang-Un-
dang No. 14 tahun 1970 sebagai peraturan
organik pasal 24 UUD adalah inkonsti-
tusional dalam arti bertentangan atau
setidak-tidaknya tidak sinkhron dengan
pasal 24 UUD, akan tetapi sudah berlaku
dan berjalan sekalian lamanya, sehingga
mempunyal kekuatan hukum (die narma-
tieve Kraft des Faktischen).

Di dalam sistem peradilan kita dewasa
inl dikenal pula asas kebebasan hakim atau
kebebasan peradilan (pasal 1 UU No. 14 th.
1970), dalam arti seperti yang telah dikermu-
kakan di atas, bahwahakim bebas dalam
atau bebas untuk mengadili, Bebas datam
arti manurut hati nuraninya tanpa dipe-
ngaruhi oleh siapapun: ia bebas dalam
memeriksa, membuktikan dan memutusian
perkara berdasarkan hati nuraninya. Di
samping itu ia bebas pula dari campur ta-
ngan plhak ekstra yudisiil. Di dalam pasal 4
ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970
ditentukan bahwa segala campur tangan
dalam urusan peredilan oleh pthak-pihak lain
di luar kekuasaan kehakiman dilarang, ke~
cuali dalam hal-hal yang tersebut dalam
UUD. Di dalam kenyataannya ketentuan ini
tidak jarang dilanggar, antara lain dengan
mengambtl jalan pintas dengan mengguna-
kan surat sakti, tilpun sakti dan sebagainya.
Sayangnya ketentuan mengenai larangan
campur tangan ini tidak disertai dengan
saksi. Inilah salah satu di antaranya yang
menyebabkan peradilan kita menjadi “ke-
labu®. Ditambahkannya sanksi pada keten-

tuan tersebist kiranya akan memufthikancitra
peradilan, asal dilaksanakan dengan kon-
sisten,

Semua peradilan di seluruh wilayah In-
dongsia adalah peradilan negara dan di-
tetapkan dengan undang-undang, sedang-
kan yang menduduki tempat yang tertinggi
datam sistem peradilan kita adalah Mahka-
mah Agung sebagaipengadilan negara ter
tinggl. Mahkamah Agung mempunyai be-
berapa fungsi atau tugas.

Pertama, Mahkamah Agung mempu-
nyal fungsi peradifan (yustisiel). Mahkamah
Agung sebagai badan kehakiman, yang
melakukan kekussaan kehakiman, menye-
lenggarakan peradilan guna menegakkan
hulum dan keadilan berdasarkan Pancasila
dengan tugas pokok menerima, memerk-
sa dan mengadill serta menyelesaikan
satiap perkara (pasal 28, 29, 30 UU No. 14
th 1985 jo. pasal 1, 2 ayat 1 UU No. 14 th
1970). Dalam fungsi yustisial ini Mahkamah
Agung memutus pada tingkat peradilan
pertama dan terakhir, yaitu mengenai se-
mua perselisihan tantang kekuasaan me-
ngadili antara badan-badan peradilan dalam
lingkungan yang berbeda dan semua per-
selisthan tentang kekuasaan mengadili an-
tara badan-badan peradilan sederajat yang
termasuk wewenang Pengadilan Tinggi yang
beriginan. Di samping itu Mahkamah Agung
memutuskan pada peradilan tingkat band-
ing atas putusan-putusan wasit. Dalam
tingkat terakhir Mahkamah Agung memutus
terhadap putusan yang diberikan olsh penga-
dilan-pengadilan lain selain Mahkamah
Agung dalam tingket terakhir. Kasasi bu-
kanlah marupakan pemeriksaan dalam
tingka ke 3, karena dalam tingkat kasasi
tentang peristiwanya tidak diperiksa lagi,
melainkan hanya segi hukumnya. Mahka-
mah Agung menang pula untuk menyatekan
datam tingkat kasasi tidak sah semua per-
aturan perundang-undangan darl tingkat
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yang lebih rendah dari undang-undang atas
alasan bertentangan dengan peraturan
perundang-untangan yang lebih tinggi. ini
berarti bahwa Mahlamah Agung melakukan
pengujian materiel terhadap pengaturan
perundang-undsngan di bawah

dang. Kalau tidak ada perkara diajukan ke
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi,
Mahkamah Agung tidak dapat menyatakan
tidak sah suatu peraturan perundang-un-
dangan. Peninjauan kembali merupakan

kekuatan hukum totap apabila memenuhi
syarat dapat dimintakan psninjauan kem-
baili,

Selanjutnya Mahkamah Agung sehagai
pengadilan tertinggi mempunyai fungs/
kedua yaitu memimpin peradilan dalam
pembinaan dan pengembangan hukum dan
sekaligus mengembangkan hukum Indone-
sia melalui putusan-putusannya ke arah ke-
satuan hukum dan peradilan.

Fungsi Mahkamah Agung yangketiga
adalah mengatur. Mahkamah Agung ber-
wenang untuk menentukan penyelesaian
suatu persoalan yang belum diatur acara-
nya (pasal 78 UU no. 14 th 1985). Apabila
tidak atau belum diatur dalam undang-un-
dang, khususnya mengenai jalannya per-
adilan, agar peradilan dengan berjalan
lancar, Mahkamah Agung wajib men-
ciptakan peraturannya. Peraturan macam
apakah yang dapat atau boleh diciptakan
olsh Mahkamah Agung? Terutama yang ber-
hubungan dengan prosedur mangadili dan
penyelesaian perkara yang belum atau
tidak diatur oleh undang-undang. Meng-
ingat akan fungsinya sebagai lembaga yu-
dikati! maka apa yang dapat atau boleh
dibuat atau diciptakan oleh Mahkamah
Agung bukanlah peraturan yang bersiat
umum menglikat setiap orang. Bukan
hukum materiei yang harus dibuatnya, me-

lainkan “aturan permainan® yang hanya ber-
laku bagi atau mengikat para "pemain” dalam
*permainan peradilan” (jangan diartikan ne-
gatifl), yaitu hakim. Dalam hal Ini Jangan
sampai Mahkamah Agung melanggar elaran
tentang kompetensi. Dalam fungsi mengatur
Mahkamah Agung iarus membatasi diri un-
tuk tidak memasuki hukum materiel. Mah-
kamah Agung dapat menciptakan peraturan
yang bersifat normatif, informatif dan ins-
tniktif,. Mahkamah Agung dapat menciptakan
pereturan yang bersifat normatif yang berupa
Pereturen Mahiamah Agung (Perna) seperti
misalnya Perma 1/1990 tentang tata cara pe-
laksanaan putusan arbitrase asing, yang
sekaligus merupakan pedoman kerja. Kalau
ada hal-hal yang peru segera diketahui oleh
para hakim dikeluarkan Surat Edaran Mahka-
mah Agung (SEMA), yang bersifat informatit
dan sering Juga instruktif seperti misalnya
SEMA 3/1883. Dengan SEMA 3/1983
Mahkamah Agung pada hakekatnya hendak
menginstruksikan para hakim menyesuaikan
KUH Perdata dengan perkembangan masya-
raket. Akan tetapt sementara orang (terma-
suk hakim) berpendapat bahwa SEMA 3/
1863 ftu mempunyai kekuatan membatalkan
KUH Perdata. Tujuan SEMA 3/1863 itu baik,
yeitu agar para hakim menyesuaikan KUH
Perdata dengan perkembangan masyaralat.
Dilinat dari segi yuridis formal SEMA 3/1863
sabagai produk Mahkamah Agung tidak
mempunyai kekuatan untuk membatalkan
undang-undang mengingat Mahkamah Agung
hanya mempunyai wewenang di bidang yudi-
katif bukan legisiatif.

Fungsi Mahkamah Agung keempat iatah
fungsi sebagai penasshat. Datam pasal 25
Undang-Undang No. 14 tahun 1970 diten-
tukan bahwa semua pengadilan dapat
memberi keterangan, pertimbangan dan
nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum
kepada Lembaga Negara lainnya apabila di-
minta. Di samping itu TAP MPR No. VUMPR/
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1973 pasal 11 ayat 2 menentukan bahwa
Mahkamah Agung dapat memberikan per-
timbangan dan nasihat-nasthat tentang soal-
soal hukum kepada Lembaga Negara [ain-
nya apabila diminta, sedangkan TAP MPR
No. VIIMPR/1973 pasal 11 ayat 3 menen-
tukan bahwa Mahkamah Agung memberikan
nasihat hukum kepada Presiden/Kepala
Negara untuk pembarian/penolakan grasl.
Sudah tepatlah kiranya kalau Mahkamah
Agung sebagai pengadilan tertinggi mem-
pumyal fungsi sebagail penasthat mengenai
soal-soal hukkum. Bukanlah hakim dianggap
maha tahu akan soal-soal hukum (/us curia
novif). Kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa
persoalan hukum yang dapat dimintakan
pertimbangan atau nasihat kepada Mah-
kamah Agung bukanlah yang semata-mata
bersitat abstrakfeoratis, melainkan konkret
dan praktis tetapi tidak mengandung perkara
atau sengketa, karena perkata tau sengketa,
karena perkara atau sengketa harus melalui
mekhanisme yang sudah tersedia.

Fungsi kefima Mahkamah Agung adalah
pengawasan. Sudah selayaknya kalau Mah-
kamah Agung sebagai pengadilan negara
tertinggi mempunyai fungsi pengawasan
terhadap perbuatan pengaditan lairnya (pasal
10 ayat 4 UU No. 14 th. 1970). Untuk me-
ningkatkan citra peradilan kita dalam hal ini
pengawasan oleh Hawas (hakim pengawas).
Eksaminasi sebagai sarana untuk menge-
valuasi para hakim periu dihidupkan kembali.

Fungsi Mahkamah Agung yangkeenam
adalah fungsi administratif. Dasar hukum
fungsi administratif Mahkamah Agung ini
terdapat dalam pasal 11 ayat 2 Undang-
Undang No. 14 tahun 1970 yang mengatakan
bahwa Mahkamah Agung mempunyai ad-
ministrasinya sendiri.

Ada 4 lingkungan peradilan negara yang
kesemnuanya berpuncak pada Mahkamah
Agung. Empat lingkungan peradilan itu dapat
dibagi menjadi dua, yang bersifat umum,

yaitu lingkungan peradifan umum {peradilan

dengan general jurisdiction), dan yang

bersifat khusus (peradilan special jurisdic-

tion), yaitu linglungan peradiian agama, lng-
kungan peradilan miltter dan lingkungan per-
aditan tata usaha negara (pasal 10 ayat 1
No. 14 th. 1870). Disebut sebagai peradilan
umum karena peradilan umum ini diperun-
tulkan bagi semua warga masyarekat tanpa
membedakan golongan atau agama; yus-
tislabele atau pencari keadilannya umum:
setiap orang. Di dalam peadilan umum ma-
sih dikenal spesialisasi seperti pangadilan
ekonomi. Peradilan khusus disediakan urtuk
yustiabole atau pencari keadilan yang
khusus (beragama Islam, militer) atau yang
menggunakan hukum materiel Khusus
(hukum pidana militer, hukum Islam). Khas
bagi peradilan agama terdapat pilihan hu-
kum: orang Indonesia asli yang beragama
islam khususnya dalam pembagtan warisan
dapat memilh tunduk pada hiam adat yang
menjadi wewenang peradilan umum atau
hukum Islam yang menjadi wewenang per-
adilan agama.

Di samping 4 lingkungan peradilan
negara seperti yang disebutkan dalam pasal
10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun
1970 sistem peradilan kita masih mengenal
peradilan sui generis atau peradilan semu
yang tidak diatur dalam Undang-Undang No.
14 tahun 1970. Dikatakan "semu” karena pe-
tugas yang diberi wewenang untuk
memeriksa dan menyasuaikan konflik atau
pelanggaran bukaniah petugas yang kinssus
dlangkat untuk itu seperti hakim pada
pengadilan negeri, akan tetapi mempunyai
tugas rangkap. Termasuk peradilan semu
lalah peradilan perburuhan (UU No. 22 th.
1957), peradilan perumahan (PP No. §5 th.
1981 jo. No. 49 th. 1963), peradilan pela-
yaran (Skp. Mphb!. No. Kab 4/3/24 jo. §
1849 No. 103). Di samping badan-badan
peradilan yang telzh disebut masih dikenal
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juga arbitrase atau pewasitan. Kalau 4 per-
adilan negara itu berpuncak pada Mah-
kamah Agung, maka 3 peradilan semu yang
telah dikemukakan di atas tidak bemuncak
pada Mahkamah Agung.

Hakim sebagai manusia tidak luput dari
kekurangan dan kekhilafan sehingga
putusan yang dijatuhkannya belum tentu
cemat, tepat dan adil, Untuk
ha! itu dan untuk memenuhi rasa keadilan
maka peradilan dibagl menjadi dua tingkat
pertama {peradilan denganoriginal jurisdic-
tion), yaitu peradilan dalam tingkat awal atau
permulaan dan peraditan tingkat banding
{peradilan dangan appellate jurisdiction),
yaltu peradilan dalam tingkat pemeriksaan
utang. Oleh karena itu pada asasnya pu-
tusan yang telah dijatuhkan pada peradilan
tingkat pertama yang belum tentu cermat,
benar serta adil dimungkinkan untuk di-
mintakan keadilan kepada pengadilan yang
lebih tinggi dalam tingkat banding. Semua
ingkungan peradilan negara msngenal dua
tingkat peradilan itu, pada asasnya pem-
bagian ini bersifat univarsal. Di dalam dua
tingkatan peradilan itu diperiksa baik pe-
ristiwa maupun hukumnya. Jadl peradilan
umum mengenal Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggl, peradilan agama, Pe-
ngadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama, peradilan militer, Mahkamah Militer
dan mahkamah Militer Tinggi, sedangkan
peradilan tata usaha negara atau adminis-
trasi, Pengadilan Tata Usaha Negama dan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di

dalam sistem perdilan Indonesia, seperti
yang telah diketengahkan di muka masth
dikenal pemeriksaan kasasi yang pada
urnumnya tidak dianggap sebagai peradilan
tingkat ketiga karena di tingkat kasasi di
Mahkamah Agung tidak diperiksa ulang
mengenai peristiwanya, tetapi hanyalah segi
hukumnya saja, Pada asasnya putusan
banding atau ulang dari peradilan tingkat
banding dari semua lingkungan peradilan
negara dapat dimintakan kasasi kepada
Mahkamah Agung sebagai pengadilan

negara tertinggl. o
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